PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :a. bahwa dengan adanya  penambahan  Alat
Kelengkapan Dewan yaitu Komisi XII, Komisi XIII,
dan Badan Aspirasi Masyarakat yang mengakibatkan
perubahan struktur organisasi maka diperlukan

penyesuaian proses bisnis;

b. bahwa dengan adanya monitoring dan evaluasi
proses bisnis yang dilaksanakan tahun 2024 dan
pembahasan penyesuaian proses bisnis, maka
diperlukan penyesuaian berdasarkan hasil

pembahasan tersebut;



Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia tentang Peta Proses
Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden 16 Tahun 2023;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 411);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 -2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 441);

. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun

2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);



7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal
Nomor 6 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN
2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1
Mengubah Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal .... Desember 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR




LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XXX TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SJ-00
DOKUMEN

TANGGAL Xx Bulan 2025
PEMBUATAN

NO & TANGGAL Xx Bulan 2025
REVISI

TANGGAL Xx Bulan 2025
EFEKTIF

DISAHKAN OLEH Sekretaris Jenderal DPR RI

Indra Iskandar
NIP.
196611141997031001

NAMA DOKUMEN | PETA PROSES BISNIS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand




3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden 16 Tahun 2023;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
411);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020 -2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 667);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris
Jenderal Nomor 6 Tahun 2024.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

N/A

1. Peraturan yang berkaitan dengan Sekretaris
Jenderal DPR RI




2. Komputer/ Alat Tulis

N/A Disimpan dalam bentuk data manual dan
elektronik sebagai bahan referensi




